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Abstrak: Upaya penanganan kemiskinan secara berkelanjutan dilakukan baik dari pemerintah, lembaga
internasional, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam penanganan
kemiskinan ini adalah pemberian bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam
pelaksanaannya, PKH didampingi oleh Pendamping PKH yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan
bimbingan, dukungan, dan pengajaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM agar dapat meningkatkan
efektivitas program, dan dapat memberikan pendampingan yang berkualitas kepada KPM. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pendamping PKH terhadap kinerjanya dalam
memberikan pendampingan di Kabupaten Garut. Aspek kinerja yang diteliti adalah: kualitas, produktifitas,
ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, komitmen kerja, dan tanggung jawab pendamping PKH terhadap
organisasi yang menaungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode interpretif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui fokus group discussion dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini
adalah pendamping PKH di Kabupaten Garut yang telah bekerja minimal 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pendamping PKH di Kabupaten Garut menunjukkan tingkat kinerja yang baik, walaupun mereka
menghadapi tantangan dalam memenuhi tuntutan tugas mereka. Keberhasilan pendamping PKH ditunjukkan
dengan banyaknya KPM yang graduasi karena telah dapat hidup mandiri secara ekonomi. Penelitian ini
menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas pendamping PKH untuk meningkatkan efektivitas program
PKH dalam mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan
bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendampingan PKH.

Kata kunci: kinerja, pendamping program keluarga harapan, kabupaten garut

Abstract: Efforts to address poverty in a sustainable manner are carried out by the government, international institutions,
non-governmental organizations, and the community. One of the efforts of Indonesia government in addressing poverty is
the provision of social assistance through the Indonesia’s Conditional Cash Transfer Program/ Family Hope Program
(Program Keluarga Harapan/ PKH). In its implementation, PKH is assisted by PKH Facilitators who have the responsibility
to provide guidance, support, and teaching to Beneficiary Families in order to increase the effectiveness of the program, and
can provide quality assistance to Beneficiary Families. The purpose of this study was to determine the extent of PKH
facilitators’ understanding of their performance in providing assistance in Garut Regency. The performance aspects studied
were: quality, productivity, timeliness, effectiveness, independence, work commitment, and responsibility of PKH facilitators
to the organization that oversees them. This study used a qualitative approach with an interpretive method. Data collection
techniques were carried out through focus group discussions and document studies. The informants in this study were PKH
facilitators in Garut Regency who had worked for at least 5 years. The results showed that PKH facilitators in Garut Regency
showed a good level of performance, even though they faced challenges in meeting the demands of their duties. The success
of PKH facilitators is shown by the large number of Beneficiary Families who graduated because they were able to live
independently economically. This study highlights the importance of developing the capacity of PKH facilitators to increase
the effectiveness of the PKH program in reducing poverty. The results of this study are expected to provide policy
recommendations for local governments in an effort to improve the quality of PKH assistance.
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1. Pendahuluan

Upaya penanganan kemiskinan telah menjadi isu global yang ditandai dengan penetapan tujuan
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) oleh PBB pada tahun 2015, yang
mencakup upaya untuk mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensi di seluruh dunia
(SDGs 1). Platform ini bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang hidup dengan kemiskinan
ekstrem, yaitu dengan penghasilan kurang dari $1,90 perhari, dengan menekankan perlunya akses
yang lebih baik terhadap layana dasar, seperti: perumahan, kesehatan, pendidikan, dan air bersih.

Penanganan kemiskinan di Indonesia melibatkan serangkaian upaya yang luas dan berkelanjutan
dari pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Salah satu upaya
pemerintah adalah pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Nihayah &
Wijayanti, 2023). Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, dimulai pada tahun 2007, berfungsi
sebagai program bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin, terutama wanita hamil dan anak-anak,
yang bertujuan untuk menangani kemiskinan (Yuda et al.,, 2024). PKH memfasilitasi akses kepada
layanan kesehatan dan pendidikan, dan ekspansi untuk memasukkan individu penyandang cacat dan
lansia. Peran PKH dalam mendorong pemanfaatan layanan sosial dasar menunjukkan pentingnya
program ini dalam upaya pengurangan kemiskinan. Evolusi program menuju inklusivitas dan
dukungan kesejahteraan yang komprehensif menggarisbawahi pentingnya PKH dalam memajukan
kesejahteraan sosial dan memberdayakan masyarakat kurang mampu di Indonesia (Annisya & Novira,
2023).

Dalam pelaksanaannya PKH merekrut petugas pendamping yang kemudian disebut Pendamping
PKH yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Tugasnya adalah mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk memastikan
kesesuaian bantuan yang diterima oleh KPM PKH. Pendamping PKH menjadi agen perubahan yang
membantu menciptakan dampak positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Peningkatan peran
dan kualitas pendamping PKH sangat penting dalam memastikan efektivitas dan kesuksesan Program
Keluarga Harapan (Elias et al., 2023).

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, pendamping PKH memiliki tanggung jawab besar
untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan pengajaran kepada KPM. Pendamping PKH
menggunakan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki dalam membuka wawasan dan kesempatan
baru bagi KPM untuk mengatasi kemiskinan. Melalui pendampingan yang intensif diharapkan KPM
dapat menjadi mandiri secara ekonomi dan sosial sehingga pada akhirnya mereka dapat graduasi dari
program ini dan mencapai kehidupan yang lebih baik tanpa ketergantungan pada bantuan sosial.
Pendamping PKH bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai katalisator perubahan
yang membantu memecahkan lingkaran kemiskinan dengan memberdayakan individu dan keluarga
untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan (Diaz & Susiloadi, 2023).

Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping PKH perlu memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang
baik dari pendamping PKH dapat meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan, mampu
memberikan pendampingan yang berkualitas kepada KPM, membangun hubungan yang baik antara
pendamping dan keluarga penerima manfaat untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan
mendukung, meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, mendukung pencapaian
tujuan tersebut dengan memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat kepada keluarga penerima
manfaat (Ali et al., 2023).

Kinerja mencakup berbagai aspek penting seperti kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efisiensi,
efektivitas, inovasi, kerja tim, kepemimpinan, pengembangan diri, dan keseimbangan kehidupan kerja.
Elemen-elemen ini memainkan peran penting dalam menilai dan meningkatkan kinerja individu dan
organisasi. Kualitas mencerminkan keunggulan dan kepuasan pelanggan yang dicapai, sementara
kuantitas mengukur output yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Ketepatan waktu
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menekankan memenuhi tenggat waktu, efisiensi berfokus pada pemanfaatan sumber daya yang
optimal, dan efektivitas mengukur pencapaian tujuan. Inovasi mendorong nilai tambah melalui
pemecahan masalah yang kreatif, kerja tim menumbuhkan kolaborasi, dan kepemimpinan memandu
pencapaian tujuan. Pengembangan diri mendorong pembelajaran berkelanjutan, dan keseimbangan
kehidupan kerja memastikan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan dan
menangani aspek-aspek ini, organisasi dapat secara efektif mengevaluasi dan meningkatkan kinerja
mereka secara keseluruhan (Mugizi & Dahiru Abba, 2018).

Pendampingan yang efektif oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memainkan
peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dengan memberikan bimbingan
dan dukungan kepada keluarga penerima manfaat . Peran fasilitatif, pendidikan, dan perwakilan para
pendamping sangat penting dalam memastikan bahwa penerima manfaat memahami dan sepenuhnya
memanfaatkan manfaat program (Erna Suriyani, 2023). Kinerja yang baik dari pendamping akan
memastikan bahwa bimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga.
Pendamping PKH juga memiliki peran penting dalam memantau kemajuan keluarga penerima
manfaat. Melalui kinerja yang baik, mereka dapat mengidentifikasi tantangan atau hambatan yang
dihadapi keluarga tersebut dan memberikan solusi atau bantuan yang sesuai. Peningkatan
Kemandirian, pendamping dapat membantu keluarga tersebut mengembangkan keterampilan,
meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Purboyo et al.,
2023). Kinerja yang baik dari pendamping PKH akan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas
program di mata masyarakat. Ini penting untuk menjaga dukungan dan partisipasi dari semua pihak
yang terlibat dalam program, termasuk pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat lokal (Marantek
& Sejati, 2023).

Bono dan Judge (2003) mengukur kinerja dari banyak aspek. Terdapat tujuh kriteria yang dapat
digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara individu yakni: (1) kualitas, yaitu hasil pekerjaan
yang dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut,
(2) produktifitas, yaitu jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang dapat diselesaikan, (3)
ketepatan waktu, yaitu dapat menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan
waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain, (4) efektivitas, adalah pemanfaatan secara maksimal
sumber daya yang ada pada organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian,
(5)kemandirian, yaitu dapat melaksanakan kerja tanpa bantuan guna menghindari hasil yang
merugikan, (6) komitmen kerja, yaitu komitmen kerja antara karyawan dengan organisasinya dan (7)
tanggung jawab karyawan terhadap organisasinya (Meithiana Indrasari, 2017)

Di Kabupaten Garut, PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2007, namun baru di beberapa
kecamatan. Baru pada tahun 2014 PKH dilaksanakan menyeluruh di 42 kecamatan (gosipgarut.id).
Angka kemiskinan di Kabupaten Garut saat ini berada pada kisaran 10 persen hingga 11 persen.
Program PKH juga mampu membantu masyarakat yang tidak mampu dalam menjalani kehidupan
mereka dengan lebih baik (wartagarut.com).

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten
Garut tahun ini turun satu digit di 9,7%. Angka kemiskinan di Kabupaten Garut sempat naik di masa
Covid-19 di 10,8 %, dan terjadi penurunan angka penerima bantuan PKH di Kabupaten Garut, dari 155
ribu pada 2022 menjadi 130 ribu KPM pada 2023 (garutkab.go.id). Penurunan jumlah penerima PKH
menjadi salah satu tanda bahwa program ini berhasil membantu keluarga keluar dari kemiskinan dan
dapat mendiri secara ekonomi. Penelitian Resina, dkk (2022) menunjukkan bahwa PKH memiliki
dampak negatif-signifikan terhadap kemiskinan, dan dampak positif-signifikan terhadap
kesejahteraan, yang menunjukkan bahwa pendampingan dari Pendamping PKH berkontribusi pada
KPM untuk mencapai kondisi ekonomi dan kemandiriaan yang lebih baik (Resina et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Sejauh mana
pemahaman pendamping PKH di Kabupaten Garut untuk mencapai target kinerja dalam mendukung
Program Keluarga Harapan?”.
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Adapun rumusan masalah dari penelitian ini disusun dan dianalisis berdasarkan kriteria kinerja
pekerja dari Bono dan Judge (2003, dalam Indrasari, 2017), yaitu: 1) Kinerja pendamping PKH dari
aspek kualitas, 2) Kinerja pendamping PKH dari aspek produktivitas, 3) Kinerja pendamping PKH dari
aspek ketepatan waktu, 4) Kinerja pendamping PKH dari aspek efektivitas, 5) Kinerja pendamping
PKH dari aspek kemandirian, 6) Kinerja pendamping PKH dari aspek komitmen, 7) Kinerja
pendamping PKH dari aspek tanggung jawab terhadap organisasi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode interpretif karena bertujuan
untuk memberikan pemaknaan terhadap kinerja pendamping PKH di Kabupaten Garut. Penelitian
kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai
lawannya adalah eksprimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2022).

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial
secara mendalam. Hasil dari penelitian kualitatif sering kali bersifat deskriptif dan interpretatif,
memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena
yang diteliti (Elliott et al., 2023). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini melibatkan
pengumpulan data yang bersifat naratif, yaitu: 1) Focus Group Disscussion (FGD), Peserta FGD dalam
penelitian ini adalah 9 orang pendamping PKH Kabupaten Garut yang rata-rata telah bekerja di atas
5 tahun untuk menggali perspektif, pemahaman, atau pengalaman peserta secara mendalam dalam
konteks pendamping PKH, 2) Studi dokumen, dilakukan untuk mendapatkan data jumlah
Pendamping PKH, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan lainnya yang terkait dengan
pelaksanaan PKH di Kabupaten Garut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber
data primer dalam penelitian ini adalah pendamping PKH di Kabupaten Garut. Peneliti menggunakan
sumber data sekunder untuk memperluas pemahaman tentang kinerja pendamping PKH, dan
memperkaya analisis dengan data tambahan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini laporan kerja,
buku, dan artikel jurnal (Mihas, 2023). Penelitian tentang kinerja pendamping PKH ini dilakukan di
Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut dipilih menjadi lokasi penelitian untuk
menjadi representatif pendampingan PKH di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa,
sehingga dapat meningkatkan kualitas pendampingan di tingkat nasional. Tahapan-tahapan dalam
proses analisis data meliputi pemrosesan, kategorisasi, dan penafsiran data (Lexy J. Maleong, 2007).

3. Hasil
3.1 Kualitas Kerja Pendamping
Pendamping PKH Kabupaten Garut menunjukkan kualitas kerja yang baik. Mendekatkan diri
dengan KPM dan melakukan home visit dapat menunjang kulaitas kerja pendamping. Informan Dh
yang telah menjadi pendamping dari tahun 2014 mengatakan:
“524 KPM yg didampingi semuanya bisa tercover, tidak ada masalah yang berarti. Kuncinya
mendekatkan diri dengan KPM, dan melakukan home visit. Dengan cara ini saya telah berhasil
meng graduasi 24 KPM. Dengan kedekatan ini, dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2), KPM merespon dengan luar biasa apalagi masalah pengasuhan
anak.”
Senada dengan Dh, Ac yang telah menjadi pendamping PKH sejak tahun 2007, mengatakan
bahwa mereka dapat menunjukkan kualitas kinerja mereka melalui kedekatan dengan KPM dan
kemudahan melakukan graduasi.
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“Kata kuncinya harus dekat dengan KPM, sehingga saat graduasi menjadi lebih mudah. Dulu

pendamping independent dalam menentukan graduasi, tp saat ini berdasarkan ajuan DTKS dari

desa dan tidak ada proses validasi. Saat ini pengajuan calon KPM dilakukan oleh desa,

pendamping hanya mendampingi yang sdh menjadi KPM.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan, maka kualitas kinerja pendamping PKH
dapat dilihat dari:

1. Kedekatan antara pendamping dengan KPM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui hubungan yang dekat, pendamping dapat memberikan
respons yang positif.

2. Melakukan kunjungan ke rumah (home visit) menjadi strategi yang efektif dalam membangun
kedekatan antara pendamping dengan KPM. Dengan mengunjungi rumah KPM, pendamping
dapat memahami kondisi dan kebutuhan mereka secara lebih baik.

3. Kedekatan antara pendamping dengan KPM juga memudahkan proses graduasi. Pendamping yang
memiliki hubungan yang baik dengan KPM dapat membantu mereka untuk mencapai mandiri
secara ekonomi sehingga dapat graduasi.

3.2 Produktivitas pendamping PKH

Produktivitas pendamping PKH diawali dengan menyusun rencana kegiatan sehingga dapat
mendampingi KPM dengan baik. Mereka juga mengedepankan profesional dalam melakukan tugas,
seperti yang disampaikan informan Yu:

“Jubah, jiwa dan badan pendamping tercantum dalam kode etik pendamping PKH (santun,

integritas dan professional/ SIP). KPM mempercayai pendamping, karena misalnya saat diundang

pertemua oleh pendampinga pasti datang. Dalam pekerjaan, meski belum ada bimtek sikenzi,

pendamping bisa menjalankan aplikasi itu.”

“Melalui FDS (Family Development Season) yang dilakukan oleh pendamping, dapat

membangun keyakinan KPM, misalnya saat ada yang putus asa karena bangkrut, bisa bangkit

lagi bahkan dalam semingu sudah bisa punya usaha.”

Hi mengatakan bahwa agar produktif maka pendamping menyusun kegiatannya dan seringkali
menyesuaikan dengan waktu dari KPM, seperti berikut:

“Di awal bulan melakukan RKTL (rencana kegiatan tindak lanjut). Kegiatan rutin setiap bulan:

Pengaduan, P2K2, sosialisasi. Waktunya sangat fleksibel, KPM bisa ada waktunya kapan.”

Berdasarkan informasi tersebut, pendamping PKH menampilkan produktivitas dengan cara
membuat perencanaan kerja, memegang teguh kode etik pendamping, sehingga dapat mendukung
KPM. Keterlibatan Pendamping yang hadir secara konsisten dalam berbagai kegiatan dan pertemuan
yang menunjukkan produktivitas kerja pendamping. Pendamping memanfaatkan teknologi, seperti
aplikasi SIKENZI, meskipun tanpa pelatihan resmi. Hal ini menunjukkan kemampuan mereka dalam
memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dalam mendampingi
KPM.

3.3 Ketepatan waktu pendamping PKH
Pendamping PKH memperhatikan ketepatan waktu dalam bekerja, bahkan berupaya untuk
menyelesaikan tugas sebelum batas waktu, seperti disampaikan oleh informan Dh:
“Sebelum deadline kami selalu selesaikan tugas. Dalam bekerja kami mengikuti SOP, dan fokus
pada pelaksaan P2K2 yang terencana. Misalnya saat sudah dijadwalkan untuk kegiatanP2K2 dan
pendamping ada halangan, KPM biasanya langsung menghubungi pendamping. Kami
melakukan tugas dengan terstruktur, dan terencana sesuai SOP.”
Ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas juga dilakukan dengan membuat skala prioritas seperti
disampaikan informan Ac:
“Kami membuat skala prioritas dalam bekerja, sehingga tau mana yang harus didahulukan dan
mana yang bisa fleksibel sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak beres.”
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Dari informasi yang disampaikan, dapat dilihat bahwa pendamping PKH memiliki kesadaran
yang tinggi akan pentingnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas mereka. Pendamping PKH
memahami bahwa ketepatan waktu merupakan hal yang penting dalam menjalankan tugas.
Pendamping berusaha untuk menyelesaikan tugas sebelum batas waktu yang ditentukan yang
menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan. Pendamping PKH juga menggunakan skala prioritas
dalam merencanakan dan menyelesaikan tugas mereka, sehingga dapat mengidentifikasi pekerjaan
yang harus didahulukan dan yang bisa dilakukan secara fleksibel.

3.4 Efektivitas pendamping PKH

Efektivitas pendamping PKH dalam bekerja ditunjukkan dengan membangun hubungan yang
harmonis dengan KPM, menyesuaikan dengan budaya setempat, sehingga pendampingan dapat
efektif, seperti disampaikan oleh informan Ku:

“Agar pekerjaan efektif maka harus membuat hubungan yang harmonis dengan KPM dan

stakeholder. Sowan dan koordinasi dengan pihak desa setempat, sehingga dapat menyiapkan diri

sebelum berhadapan dengan KPM. Dalam kegaiatan P2K2, antar desa karakternya berbeda
sehingga saya menyesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam mengambil keputusan kita sudah
mempertimbangkan semua resikonya sehingga kita sudah siap dengan solusi.”

Menurut informan Ac, agar efektif maka dalam mendampingi KPM harus belajar memahami KPM:
“Keputusan biasanya menuruti instink, kerena pendamping dari awal sudah dilatih untuk
memahami KPM. Dengan sering berinteraksi dengan KPM, instink kita makin terasah untuk
dapat bekerja dengan efektif. Kami biasa melakukan 3M (mendengar, memahami,
memutuskan).”

Informan No mengatakan bahwa efektivitas dalam pendampingan dapat dilakukan dengan
memanfaatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan, seperti berikut ini:

“Agar efektif, kami biasanya musyawarah dengan pemerintah setempat (Rt, RW, kades),

misalnya dalam graduasi. Keputusan ini sangat efektif karena melibatkan pemegang kekuasaan

di wilayahnya.”

Dari informasi yang disampaikan efektivitas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
dalam bekerja dapat dilihat dari dilakukan dengan membangun hubungan yang harmonis dengan
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan stakeholder lainnya, seperti pemerintah desa, sehingga
mendapat kepercayaan dan dukungan dari KPM. Pendamping PKH menyesuaikan diri dengan
budaya setempat karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Pendamping PKH
belajar untuk memahami KPM menggunakan insting yang sudah terasah untuk mengambil keputusan
yang tepat dalam mendampingi KPM. Pendamping PKH melibatkan stakeholder dalam pengambilan
keputusan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi lokal, dan mendapatkan dukungan
dari masyarakat.

3.5 Kemandirian pendamping PKH

Kemandirian dalam bekerja bagi pendamping PKH bukan berarti tidak melibatkan orang lain,
misalnya ketika menemui jalan buntu dalam pendampingan, maka inisiatif untuk menyelesaikannnya
adalah dengan kerjasama, seperti disampaikan informan As:

“Prinsip dalam pendampingan PKH adalah team work, sehingga setiap masalah diselesaikan

secara berjenjang (tingkat desa, kecamatan, kabupaten,dinsos kabupaten, pusat).”

Akan tetapi penyelesaian masalah yang tidak rumit sebaiknya dapat dilakukan secara mandiri
oleh pendamping, seperti disampaikan informan Ir:

“Ada tolok ukur: jika masalah sampi ke kabupaten berarti kemandirian dari pendamping belum

tertanam. Tapi selama ini masih bisa diselesaikan maksimal sampai jenjang kabupaten/ korkab.”
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“Dalam menyelesaikan masalah, bergantung pada masalahnya. Biasanya KPM mudah

menghubungi pendamping PKH karena HP nya selalu on.”

Ada pekerjaan yang bisa dilakukan mandiri oleh pendamping, tetapi ada juga yang harus
dilakukan bersama-sama. Informan Pa mengatakan:

“Dalam bekerja dengan KPM masing? sesuai RKTL, tapi kalau pekerjaan yang harus diselesaikan

bersama-sama.”

Dari penjelasan tentang kemandirian ini, terlihat bahwa kemandirian dalam bekerja bagi
pendamping PKH tidak berarti bekerja tanpa melibatkan orang lain. Pendamping PKH mengutamakan
prinsip teamwork dalam menjalankan tugas mereka terutama dalam menghadapi masalah yang
kompleks. Meskipun bekerja secara tim, pendamping PKH diharapkan memiliki kemandirian dalam
menyelesaikan masalah. Kemandirian dalam bekerja bagi pendamping PKH tidak bersifat absolut,
tetapi juga bekerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, baik dalam menyelesaikan
masalah maupun dalam menjalankan tugas-tugas pendampingan yang lainnya.

3.6 Komitmen pendamping PKH

Komitmen pendamping PKH terhadap pekerjaannya dapat dilihat dari upaya pendamping untuk
melakukan tugasnya, dan seringkali KPM mengadukan segala hal kepada pendamping, seperti
disampaikan informan Ac:

“Usul agar ada pengembangan kapasitas untuk pendamping, karena dalam melaksanakan tugas

di lapangan pendamping harus jadi superman, segala hal diadukan ke pendamping, sehingga

pendamping harus tahu segala hal.”

Komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan membuat pendamping tidak pernah menolak
pekerjaan bahkan saat ada kebijakan tentang aplikasi baru dan mereka belum mendapat bimbingan
teknis penggunaannya, pendamping berusaha memahami sendiri, seperti disampaikan informan Yu:

“Meski belum ada bimtek sikenzi, pendamping bisa menjalankan aplikasi itu.”

“Saat ini semua dipercayakan pada aplikasi, pendamping tidak menjadi perantara untuk

verifikasi, tapi kami sadar bahwa semua itu untuk lebih memudahkan pekerjaan.”

Dari informasi yang disampaikan, nampak bahwa pendamping memiliki komitmen terhadap
tugasnya, bahkan KPM lebih percaya kepada pendamping dalam mengatasi masalahnya. Hal ini
disebabkan karena pendamping intensif berkomunikasi dengan KPM dan selalu siap dihubungi
kapanpun. Untuk itu pendamping mengharapkan agar rutin dilakukan pengembangan kapasitas
pendamping agar dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman dalam membantu KPM.

3.7 Tanggung jawab terhadap organisasi pendamping PKH
Tanggung jawab terhadap organisasi yang menaungi pendamping PKH dilakukan dengan cara
mematuhi kebijakan dan prosedur, seperti disampaikan Dh:
“Kami melakukan tugas dengan terstruktur, dan terencana sesuai SOP. Kami tidak berani
bertindak di luar SOP karena SOP ini dibuat agar apa yang kami kerjakan dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional. Kami harus tunduk tehadap kebijakan organisasi
karena setiap kebijakan pasti bertujuan untuk kebaikan pendampingan terhadap KPM.”
Informan Yu menyampaikan bahwa pendamping selalu membawa kode etik dalam melakukan
pendampingan, yang menunjukkan bahwa saat melakukan pendampingan, pendamping akan bekerja
sepenuh hati sesuai dengan kode etik profesi:
“Jubah, jiwa dan badan pendamping tercantum dalam kode etik pendamping PKH (santun,
integritas dan professional/ SIP).”
Tanggung jawab terhadap organisasi juga ditunjukkan dengan membuat pelaporan dan selalu
berkomunikasi dengan pimpinan. Informan Ta mengatakan:
“Kami selalu membuat laporan tepat waktu, karena jika tidak akan berdampak pada penerimaan
bantuan untuk KPM. Selain tanggung jawab kepada pimpinan atau organisasi, kami juga
bertanggung jawab terhadap KPM dampingan kami.”
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Dari informasi yang disampaikan dapat diketahui bahwa pendamping memiliki tanggung jawab
terhadap organisasinya, karena pendamping merasa menjadi bagian dari organisasi dan memiliki
kewajiban untuk memberikan pendampingan terbaik bagi KPM sebagai dorongan terhadap tujuan
organisasi.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendamping PKH di Kabupaten Garut
memiliki kinerja yang baik. Adanya KPM yang graduasi menunjukkan bahwa mereka telah berhasil
melakukan pendampingan sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Garut menurun. Kualitas
pendamping PKH dapat diukur berdasarkan efektivitas pertemuan peningkatan kapasitas keluarga,
akurasi dalam menentukan penerima manfaat yang tepat dan memastikan mereka memenuhi
persyaratan program, dan dampak PKH terhadap kesejahteraan keluarga dan pengurangan
kemiskinan (Istiani & Mansyur, 2022). Hal ini dapat terlihat dari kinerja pendamping PKH dari
kedekatan pendamping dan KPM dengan home visit sehingga pendamping dapat memahami KPM
dampingannya dan mendorong KPM agar dapat mandiri. Menurut Bono and Judge, kualitas kinerja
merupakan hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang
diharapkan dari pekerjaan tersebut. Kedekatan antara pendamping PKH dan KPM merupakan
indikator penting dalam kualitas kinerja pendamping. Pendamping yang secara aktif berinteraksi KPM
menunjukkan bahwa pendamping tidak hanya fokus pada tugas administratif, tetapi berupaya
memahami kondisi kehidupan KPM secara langsung sehingga meningkatkan efektivitas pendamping
dalam memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan KPM.

Produktivitas pendamping Program PKH dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu: 1)
pencapaian tujuan individu untuk membantu KPM dalam mencapai tujuan, 2) kehadiran yang
konsisten dalam kegiatan dan pertemuan dan partisipasi aktif dalam mendukung KPM, 3) memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada KPM seperti memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat, 4)
menerapkan kode etik profesi dalam pendampingan KPM, 5) Kemampuan untuk memanfaatkan
teknologi untuk mempermudah pekerjaan pendamping dan meningkatkan efisiensi dalam
mendampingi KPM, 6) peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan
pengembangan diri 7) menerima umpan balik dari KPM tentang pelayanan yang diberikan dan
kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Arthamevia
& Sukmana, 2022). Produktivitas pendamping PKH di Kabupaten Garut tergambar dari perencanaan
kerja pendamping yang baik, memegang kode etik profesi pendamping, terlibat secara konsisten
dalam berbagai kegiatan dan pertemuan baik dengan KPM maupun dengan pemangku kebijakan dan
pimpinan, dan pendamping memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Bono
and Judge, kinerja dari aspek produktivitas adalah jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang
dapat diselesaikan. Dalam produktivitas, pendamping PKH yang memiliki perencanaan kerja yang
baik menunjukkan bahwa mereka memiliki fokus yang jelas dan terstruktur dalam mencapai tujuan.
Pendamping tidak hanya menyelesaikan aktivitas, tetapi juga melakukan aktivitas dengan cara yang
terorganisir sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya. Di sisi lain, Ketaatan pendamping
terhadap kode etik menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan program mereka
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Kinerja pendamping PKH dalam ketepatan waktu didukung oleh pendekatan proaktif mereka
terhadap manajemen waktu. Mereka menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi mengenai
pentingnya ketepatan waktu dalam memenuhi tanggung jawab mereka, menunjukkan komitmen yang
kuat terhadap peran mereka. Selain itu, fasilitator PKH menggunakan skala prioritas untuk
merencanakan dan melaksanakan tugas secara efektif, memungkinkan mereka untuk membedakan
antara tugas mendesak yang membutuhkan perhatian segera dan yang menawarkan lebih banyak
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fleksibilitas dalam penjadwalan, sehingga meningkatkan ketepatan waktu dan efisiensi mereka secara
keseluruhan dalam penyelesaian tugas (Jeromela & Conlan, 2023). Kinerja pendamping PKH
Kabupaten Garut dalam ketepatan waktu ditunjukkan dengan kesadaran yang tinggi akan pentingnya
ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas. Pendamping berusaha untuk menyelesaikan tugas sebelum
batas waktu yang ditentukan yang menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan. Pendamping PKH
juga menggunakan skala prioritas dalam merencanakan dan menyelesaikan tugas, sehingga dapat
mengidentifikasi pekerjaan yang harus didahulukan dan yang bisa dilakukan secara fleksibel. Bono
and Judge, ketepatan waktu adalah dapat menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan serta
memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain. Pendamping PKH di Kabupaten Garut
menunjukkan pentingnya ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas yang dapat dilihat dari upaya
mereka menyelesaikan tugas sebelum batas waktu yang ditentukan dan komitmen untuk
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Pendamping PKH juga yang menggunakan skala prioritas
menyelesaikan tugas yang menunjukkan kemampuan manajemen waktu yang baik.

Efektivitas kinerja fasilitator PKH sejalan dengan pentingnya melibatkan dan mendukung
fasilitator lokal dalam implementasi pengetahuan untuk menjamin perubahan yang efektif dalam
praktik perawatan kesehatan. Selain itu, keterlibatan fasilitator dalam tata kelola partisipasi publik
mencerminkan peran mereka dalam menantang dan mengubah praktik budaya untuk
mempromosikan pembaruan demokrasi (Ali et al., 2023). Kinerja pendamping PKH dalam efektivitas
dapat dilihat dari membangun hubungan yang harmonis dengan KPM dan stakeholder lainnya, seperti
pemerintah desa, sehingga mendapat kepercayaan dan dukungan. Pendamping PKH menyesuaikan
diri dengan budaya setempat karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Pendamping
PKH belajar untuk memahami KPM menggunakan insting yang sudah terasah untuk mengambil
keputusan yang tepat dalam mendampingi KPM, karena masa kerja pendamping rata-rata di atas 5
tahun sehingga telah memiliki pengalaman bagaimana mendampingi KPM dengan segala
permasalahannya. Pendamping PKH juga melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan agar
keputusan yang diambil sesuai sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan. Efektivitas kinerja
menurut Bono and Judge adalah pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang ada pada organisasi
untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian. Pendamping PKH memanfaatkan
sumber daya yang ada, misalnya dengan membangun hubungan yang baik dengan KPM serta
pemerintah desa, sehingga memperoleh kepercayaan dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai
tujuan program.

Kemandirian dalam bekerja bagi pendamping PKH tidak berarti bekerja tanpa melibatkan orang
lain. Pendamping PKH mengutamakan prinsip teamwork dalam menjalankan tugas mereka terutama
dalam menghadapi masalah yang kompleks. Meskipun bekerja secara tim, pendamping PKH
diharapkan memiliki kemandirian dalam menyelesaikan masalah. Kemandirian dalam bekerja bagi
pendamping PKH tidak bersifat absolut, melainkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak
terkait, baik dalam menyelesaikan masalah maupun dalam menjalankan tugas-tugas pendampingan
yang lainnya (Matthies et al., 2023). Kinerja pendamping PKH pada kemandirian dalam bekerja tidak
berarti bekerja tanpa melibatkan orang lain. Pendamping PKH mengutamakan prinsip teamwork
dalam menjalankan tugas terutama dalam menghadapi masalah yang kompleks. Meskipun bekerja
secara tim, pendamping PKH diharapkan memiliki kemandirian dalam menyelesaikan masalah. Bono
and Judge, kemandirian dalam kinerja yaitu dapat melaksanakan kerja tanpa bantuan guna
menghindari hasil yang merugikan. Meskipun pendamping PKH bekerja dalam tim dan Kemandirian
pendamping ditunjukkan dengan kemampuan pendamping PKH untuk mengambil inisiatif, membuat
keputusan yang tepat, dan menyelesaikan tugas secara mandiri ketika diperlukan. Pendamping tidak
selalu bergantung pada orang lain, tetapi dapat berkontribusi secara efektif dalam tim.

Kinerja pendamping dalam tanggung jawab terhadap organisasi yang menaunginya dapat dilihat
dari: kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi yang menaunginya
yang mencakup kepatuhan terhadap kode etik, pedoman kerja, dan prosedur yang ditetapkan,
membuat laporan rutin kepada atasan atau koordinator program, pendamping perlu bekerjasama
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dengan sejawatnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan program secara efektif, pendamping
melakukan evaluasi diri untuk meningkatkan kinerja (Venetis et al, 2024). Pendamping PKH
Kabuapten Garut memiliki tanggung jawab terhadap organisasinya yang ditunjukkan dengan
menjungjung tinggi kode etik profesi, mengikuti SOP yang ditetapkan organisasi, dan koordinasi
dalam bekerja baik dengan pimpinan maupun dengan temana sejawat, sehingga dapat memberikan
pendampingan terbaik bagi KPM. Bono and Judge, kriteria komitmen kerja yaitu komitmen kerja
antara karyawan dengan organisasinya. Kode etik profesi yang dijunjung tinggi oleh pendamping PKH
menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai yang ditetapkan oleh organisasi.
Pendamping PKH berkomitmen untuk mengikuti kode etik profesi menunjukkan dedikasi dan
loyalitas terhadap organisasi, juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Komunikasi dan
koordinasi antara pendamping PKH dengan pimpinan dan rekan sejawat menunjukkan bahwa mereka
berusaha mencapai tujuan bersama dalam program PKH.

Kinerja pendamping dalam komitmen mengatur bahwa pendamping harus memiliki komitmen
yang kuat terhadap nilai-nilai etika, integritas, dan profesional, memahami dan merespons dengan
baik terhadap kebutuhan KPM dan memberikan dukungan yang sesuai, keterlibatan secara aktif dalam
menjalankan tugas, konsisten dan tekun dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada KPM,
terus berusaha untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan diri (Dev &
Metcalfe, 2022). Pendamping PKH Kabupaten Garut memuliki komitmen dalam bekerja yang
ditunjukkan dengan kesiapan mereka untuk melaksanakan tugas walaupun ada beberapa tugas yang
belum mereka pahami sepenuhnya. Pendamping berinisiatif untuk mencari cara dalam bertugas agar
dapat mendampingi KPM secara optimal. Dalam hal ini pendamping perlu mendapat pengembangan
kapasitas secara rutin agar dapat mengikuti perkembangan yang diperlukan dalam melakukan
tugasnya. Bono and Judge, kriteria kinerja terakhir adalah tanggung jawab karyawan terhadap
organisasinya. Pendamping PKH berkomitmen untuk tetap melaksanakan tugas menunjukkan
kesediaan mereka untuk belajar dan beradaptasi dalam rangka mencapai tujuan program. Pendampng
PKH yang proaktif mencari solusi menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka.
Inisiatif pendamping untuk terus mengembangkan cara mendampingi KPM, menunjukkan tanggung
jawab pendamping terhadap organisasi dalam menjalankan tugas untuk keberhasilan program.

5. Kesimpulan

Pendamping PKH Kabupaten Garut telah menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan
tugas pendampingan kepada KPM. Tujuh aspek kinerja dalam penelitian ini, yang pertama kualitas,
yang merujuk pada kemampuan individu untuk menghasilkan hasil pekerjaan yang mendekati
kesempurnaan atau memenuhi standar yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendamping PKH Kabupaten Garut mengedepankan kualitas dalam bekerja.

Aspek produktivitas mengukur jumlah pekerjaan atau aktivitas yang diselesaikan oleh individu
dalam periode waktu tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH di Kabupaten
Garut memiliki produktivitas yang baik dalam pekerjaannya sehingga banyak menghantarkan KPM
untuk grauduasi dari PKH.

Aspek ketepatan waktu menunjukkan kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan serta memanfaatkan waktu secara efisien. Pendamping PKH di
Kabupaten Garut mengatur waktu sedemikian rupa sehingga dapat mendampingi KPM dengan
jumlah yang banyak dan lokasi yang berjauhan.

Aspek efektivitas mencerminkan kemampuan individu untuk memanfaatkan sumber daya
organisasi secara optimal guna mencapai tujuan program. Pendamping PKH di Kabupaten Garut
memanfaatkan sumber daya yang di sekitar untuk mencapai tujuan program, di antaranya tokoh
pemerintah lokal dan stakeholder yang ada di lokasi dampingan.
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Aspek kemandirian, yang menggambarkan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas-
tugasnya tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Kemandirian bukan berarti pendamping secara
absolut bekerja sendiri, tetapi pendamping dapat melakukan tanggung jawab yang dibebankan secara
individu, dan di sisi lain pendamping tetap melakukan kerjasama dengan sejawat dan atasannya.

Aspek komitmen kerja menunjukkan tingkat keterlibatan dan loyalitas individu terhadap
organisasi tempat mereka bekerja serta tanggung jawab individu akan tugas dan kewajibannya.
Pendamping PKH di Kabupaten Garut menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan, walaupun masih
memerlukan pengembangan kapasitas seiring dengan kewajibannya dalam mendampingi KPM.
Pendamping seringkali dimintai bantuan oleh KPM untuk mengatasi masalah yang bukan bidang
garapannya, tetapi pendamping tidak mungkin menolak.

Aspek tanggung jawab terhadap organisasi yang menaungi pendamping PKH adalah kesadaran
individu akan tugas dan kewajibannya serta kemampuan untuk mengambil tanggung jawab atas
tindakan dan keputusan dalam pekerjaan. Pendamping PKH di Kabupaten Garut menunjukkan
tanggung jawab terhadap organisasi yang menaunginya dengan cara mengikuti ketetapan SOP dalam
pendampingan, menjunjung kode etik profesi, dan bekerja dengan baik dan benar untuk mewujudkan
tujuan organisasi yaitu mengentaskan kemiskinan.

4  Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang memperlihatkan kinerja positif dari pendamping PKH di
Kabupaten Garut, maka perlu dilakukan upaya berkelanjutan terhadap peningkatan kinerja misalnya
memlaui pelatihan teknis terkait PKH terutama dalam penggunaan platform digital pada saat
diluncurkan aplikasi baru terkait PKH, sehingga dapat memperkuat kemampuan pendamping untuk
lebih efektif dalam mendukung PKH. Di samping itu, mengingat tugas pendamping PKH yang penuh
tantangan di lapangan, dapat dipertimbangkan untuk memberikan dukungan psikososial seperti
konseling atau pelatihan pengelolaan stres, agar pendamping dapat meningkatkan kesejahteraan
mental sehingga dapat mendampingi KPM dengan lebih baik.

Banyak pendamping PKH yang telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun mendampingi
ratusan KPM dengan kinerja yang baik. Dedikasi dan kontribusi mereka menjadi pilar utama dalam
keberhasilan PKH yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebagai penghargaan untuk
mereka maka pemerintah dapat mulai mengangkat mereka menjadi pegawai tetap secara bertahap.
Langkah ini tidak hanya sebagai bentuk pengakuan terhadap dedikasi dan kualitas kinerja mereka,
tetapi juga sebagai stimulus bagi pendamping PKH lainnya untuk terus memberikan yang terbaik
dalam mendukung program ini. Dengan status pegawai tetap maka pendamping PKH akan
mendapatkan perlindungan yang lebih baik sesuai dengan peran yang mereka jalankan dalam
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur dampak dari kegiatan di atas, maka dapat dibuat mekanisme evaluasi jangka
panjang untuk mengukur kinerja pendamping. Pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat
membangun mekanisme evaluasi untuk memantau kinerja pendamping PKH secara rutin. Evaluasi ini
dapat dilakukan setiap 6 bulan atau setahun sekali dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
(pendamping, KPM, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya). Evaluasi ini dapat membantu
mengidentifikasi keberhasilan program dan kendala yang dihadapi pendamping dalam melaksanakan
tugasnya. Hasil dari evaluasi jangka panjang dapat digunakan untuk menyempurnakan strategi dan
kebijakan program PKH.

Ucapan Terima Kasih : Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada para Pendamping
PKH Kabupaten Garut atas partisipasinya dalam penelitian ini. Terima kasih dan penghargaan juga
disampaikan kepada Universitas Pendidikan Indonesia dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
yang telah memfasilitasi penelitian ini.
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